BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat
Terhadap Perda  Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Pasir, Krikil, dan Batu dilingkungan Sungai Progo Dusun
Kayuhan Kulon Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
Maka kurangnya sosialisasi perda yang mengarah kepada masyarakat
sebagai subjek, memberikan dampak kurangnya pengetahaun tentang
perda dan menimbulkan gejolak baru di tingkat masyarakat. Sosialisasi
perlu dilakukan sebagai titik pemecahan permasalahan yang ada sehingga
proses pertambangan dapat memberikan hasil bagi warga masarakat dan
kerusakan lingkungan dapat terkendali. Karena sektor perekonomian
warga masyarakat di Dusun tersebut mengandalkan hasil dari
penambangan pasir, serta lokasi pertambangan tersebut dapat meberikan

lapangan pekerjaan bagi pengangguran di sekitar tempat tersebut.

B. Impilkasi
Bahwa dampak dari hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat
Terhadap Perda  Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Pasir, Krikil, dan Batu dilingkungan Sungai Progo Dusun

Kayuhan Kulon Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul
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C. Saran
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Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai
Perda Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Pasir, Krikil, dan Batu dilingkungan Sungai
Progo.

Memberikan gambaran mengenai tata cara penambangan
pasir di sungai progo dengan melihat asas kemanfaatan,
keseimbngan, dan perlindungan bagi kelestarian alam

sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat

diberikan saran kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah
Pemerintah harus mengikutsertakan pihak masyarakat
dalam menuntukan keputusan agar masyarakat yang
terkena dampak dari peraturan tersebut dapat memahami
aturan-aturan yang di buat, sehingga tidak terjadi
permasalahan baru antara pemerintah dengan masyarakat
penambang pasir.
Bagi Masyarakat
Ikut serta dalam memberikan  masukan-masukan

penyusunan Perda sehingga masayarakat akan lebih



63

mengerti dan dampak yang terjadi dari proses

penambangan dapat terkendali.
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PERTANYAAN WAWANCARA

. Apa yang saudara ketahui tentang perda kabupaten No. 16 Tahun
2003.

. Pernahkah pihak pemerintah memberikan sosialisasi tentang
perda tersebut.

. Apa keinginan saudara tentang perda tersebut.

Bilamana terjadi penutupan secara total apa keinginan saudara.

. Setiap hari anda menambang pasir.

Berapa hasil yang didapat setiap harinya.



Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU

DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

=

BUPATI BANTUL,

bahwa kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta
sumber daya alam lainnya yang dilakukan pada zona-zona
tertentu yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan hidup dan akan berdampak membahayakan peri
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lainnya;

bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dipandang
perlu melakukan upaya pengamanan melalui pengendalian dan
pengawasan kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu
serta sumber daya alam lainnya yang dilakukan di lingkungan
sungai dan pesisir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan
Sungai dan Pesisir;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046);



10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan
15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4154);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah
Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor
5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Bantul
(Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000
tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000
tentang Penetapan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun
2000 Seri D Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Seri B Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D
Nomor 41);



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN PASIR,

KERIKIL, DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN
PESISIR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4

o

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Bantul,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan
dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya;

Pasir, kerikil, dan batu adalah pasir, kerikil, dan batu serta tanah halus (lemih)
yang berada di atas dan atau di dalam tanah atau sungai, saluran dan pesisir
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air
mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang
pengalirannya oleh garis sempadan sungai;

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar sungai yang ditetapkan
berdasarkan pertimbangan teknis pengamanan sungai;

Garis sempadan pesisir adalah garis batas luar pengamanan pesisir yang
berjarak sekurang-kurangnya 1000 m (seribu meter) dari batas luar tepi pantai
yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pesisir;
Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan
lingkungan daratan pantai yang dibatasi oleh garis sempadan pesisir pantai;
Zona-Zona tertentu adalah kawasan atau lingkungan tertentu yang dilarang
untuk kegiatan pengambilan pasir, kerikil, dan batu serta biota lainnya.



BAB Il
PENGATURAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU
Pasal 2

(1) Pasir, kerikil, dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang
mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan manusia.

(2) Pasir, kerikil, dan batu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilindungi dan
dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan fungsi dan kemanfaatannya,
sehingga perusakan lingkungan dapat dicegah.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bupati dapat

menetapkan:

a. garis sempadan, daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;

b. pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan
sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;

C. pengaturan bekas sungai;

d. garis sempadan, daerah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir;

e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan sungai dan
lingkungan pesisir dari berbagai usaha atau kegiatan.

(2) Dalam rangka untuk perlindungan terhadap kelestarian alam dilarang
melakukan kegiatan pengambilan pasir, kerikil dan batu serta biota lainnya
pada zona-zona tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penetapan zona-zona
tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan kesatuan sungai dan lingkungan pesisir.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan:
a. inventarisasi dan registrasi sungai dan pesisir beserta bangunan-
bangunannya;
b. inventarisasi potensi dan sifat-sifat sungai dan pesisir;
c. penetapan rencana pembinaan sungai dan pesisir dan penetapan pedoman
pelaksanaan pembinaan;
d. inventarisasi profil lingkungan sungai (zona lingkungan sungai).



BAB lliI
PEMBINAAN
Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis pihak-pihak yang
berkepentingan dalam kegiatan penambangan, perlu dilakukan pembinaan
teknis agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib sehingga tidak merusak
sungai dan pesisir.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pengairan
bekerja sama dengan instansi terkait agar penambangan di sungai maupun di
pesisir tidak merusak kelestarian lingkungan dan bangunan disekitarnya.

BAB IV
PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal 6

Pengamanan sungai dan pesisir adalah segala usaha dan tindakan untuk
melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan pesisir termasuk
bangunan pengairan dan bangunan serta biota lainnya pada zona-zona tertentu.

Pasal 7

(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 merupakan tindakan yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan
lingkungan.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. pengamanan sungai dan pesisir;
b. pemeriksaan secara berkala atas pengambilan pasir, kerikil dan batu;
c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan pasir,
kerikil dan batu.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait.

(4) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan
persyaratan teknis, pemantauan perubahan kondisi di lapangan, pemberian teguran
atas pelanggaran yang terjadi, pemberian saran dan tindakan pencegahan dan
pengamanan, pemeriksaan dan pembuatan laporan kepada Bupati yang berkaitan
dengan pelaksanaan penambangan.

Pasal 9

(1) Pengawasan teknis kegiatan penambangan di sungai dan pesisir merupakan
tanggung jawab Dinas Pengairan dan instansi terkait lainnya.

(2) Pengawasan dalam rangka pengamanan pada zona-zona tertentu di daerah
dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan
instansi  terkait, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
menyelenggarakan upaya pengamanan dan pengawasan terhadap pihak yang
tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 10

(1) Dalam rangka penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan, Bupati
menetapkan:
a. tatacara penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan;
b. pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan bahaya kerusakan
baik sebelum maupun sesudah adanya kerusakan;

(2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Bupati mengkoordinasikan penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan
dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam keadaan bahaya kerusakan lingkungan Bupati berwenang mengambil
tindakan darurat guna keperluan pengamanan.



Pasal 13

Pemerintah Daerah memasang rambu-rambu dan tanda-tanda larangan pada
zona-zona yang telah ditentukan.

Pasal 14

Setiap orang wajib ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan rambu-
rambu dan tanda-tanda larangan dalam rangka pengamanan dan pengawasan
terhadap para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kelestarian
lingkungan.

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. sehari-hari di lokasi penambangan oleh petugas pengawas lapangan;

b. secara berkala dan sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan
pemantauan di lapangan;

c. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati Bantul.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(2) dan pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 17

Selain tindak pidana yang diatur Pasal 16, apabila melanggar tindak pidana
sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.



(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a.

b.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana;

meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi
Republik Indonesia (POLRI) bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik
Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum, tersangka atau keluarganya;

mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peyidikan tindak
pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan penambangan pasir, kerikil dan
batu yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 September 2003

BUPATI BANTUL,

M IDHAM SAMAWI

Telah Mendapatkan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dengan Keputusan DPRD

Nomor : 13/ KEP / DPRD /2003

Tanggal : 30 September 2003

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, M.Si
(Pembina Utama Madya, 1VV/d)
NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 2 TAHUN 2003



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 16 TAHUN 2003
TENTANG
PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU
DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

PENJELASAN UMUM

Pasir, kerikil dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat
diperlukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga
pengelolaannya harus didasarkan azaz kemanfaatan, keseimbangan dan
kelestarian agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem yang
disebabkan oleh penambangan pasir, kerikil dan batu secara tidak benar dan
berlebihan, yang dapat menimbulkan kerusakan pada struktur tanah dan
membahayakan lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya upaya
pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan
dimaksud.

Dengan berkembangnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk,
sangat dirasakan peningkatan kebutuhan akan pasir, kerikil dan batu sehingga
memerlukan pengawasan dan pengendalian secara efektif agar terjaga
kelestariannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu segera
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan Pasir,
Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas



Wawancara dengan ketua Rt 4 Bapak Widodo yang juga
bekerja sebagai penambang pasir.

Wawan cara dengan Ibu Suranti warga Rt 05 yang juga
bekerja sebagai penambang pasir.
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